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KOMISI Pemberantasan Korupsi
(KPK) kembali menjadi perhatian publik
menyusul pelanggaran etik yang di-
lakukan ketuanya, Firli Bahuri. Dewan
Pengawas (Dewas) KPK secara resmi
pun telah menjatuhkan sanksi ringan
kepada Firli berupa teguran tertulis Il
karena menggunakan helikopter untuk
urusan pribadi. Sejumlah kalangan me-
nilai sanksi kepada Firli sangatlah ringan
sehingga tak punya pengaruh signifikan.

Belum usai kontroversi tersebut,
muncul persoalan baru. Sejumlah pe-
gawai KPK mengundurkan diri, antara
lain mantan Jubir KPK Febri Diansyah
yang selama ini dikenal kuat memegang
komitmen pemberantasan korupsi.
Berdasar catatan Indonesia Corruption
Watch (ICW) , dalam setahun ini 37 pe-
gawai KPK mengundurkan diri. Peneliti
ICW Kurnia Ramadhana menilai mereka
mundur karena kondisi kelembagaan
KPK tidak seperti sedia kala. Kalau dulu
KPK memiliki banyak prestasi, tapi kini
menuai kontroversi.

Penilaian tersebut mungkin ada be-
narnya. Harus kita akui, KPK di bawah
kepemimpinan Firli Bahuri memang ba-
nyak menuai kritikan. Kalau hendak jujur,
persoalan sebenarnya sudah terlihat se-
jak seleksi calon pimpinan KPK yang no-
tabene sarat kepentingan politik.
Namun, kita paham bahwa DPR paling
banyak berperan dalam menggolkan
calon menjadi pimpinan lembaga antira-
suah ini. Firli Bahuri yang saat itu men-
dapat kritik dari aktivis antikorupsi kare-
na dinilai melanggar kode etik, akhimya
tetap melenggang menduduki pucuk
pimpinan KPK.

Persoalan tidak berhenti sampai di
situ, karena justru payung hukum untuk
memberi kewenangan KPK dalam pem-
berantasan korupsi malah dipereteli
melalui revisi UU KPK. Dengan UU KPK
yang baru, lembaga antirasuah ini men-
jadi tidak leluasa lagi bergerak. Misalnya,

* Sanksi Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

KPK tak bisa serta merta melakukan
penyadapan karena harus melalui
birokrasi perizinan. Meski secara ke-
lembagaan KPK telah dilengkapi De-
was, namun kewenangan lembaga baru
ini masih sangat terbatas dan tidak sig-
nifikan.

Karena itu, mundurnya 37 pegawai
KPK tentu tidak lepas dari persoalan di
atas. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
menyindir mereka yang mundur. la
mengistilahkan KPK sebagai tempat
pertempuran. Sehingga, Gufron tidak
merasa bangga kepada mereka yang
mundur karena dianggap mundur dari
pertempuran.

Statemen Wakil Ketua KPK ini tentu
menjadi menarik dan makin memancing
kontroversi. Apalagi, sebelumnya ada
peristiwa pengembalian penyidik KPK
Kompol Rossa Purbo ke institusi Polri.
Padahal, menurut ICW, Kompol Rossa
adalah pejuang pemberantasan korupsi.

Saat ini kita mestinya tidak terjebak
pada perdebatan yang tiada henti,
melainkan harus fokus pada pemberan-
tasan korupsi itu sendiri. Masyarakat
harus mengawal proses penanganan
perkara korupsi agar sesuai jalur yang
benar atau on the track. Ini bukan berarti
tak perlu ada pembenahan di institusi
antikorupsi, melainkan kita hanya meng-
ingatkan jangan sampai perdebatan itu
justru melupakan agenda utama pembe-
rantasan korupsi.

Justru sekarang kuncinya pada rak-
yat. Karena rakyat bisa mengawasi
langsung kinerja KPK dalam pemberan-
tasan korupsi. Rakyat bisa memberi ma-
sukan atau pelaporan kepada Dewas bi-
la terindikasi pimpinan KPK melanggar
etika, seperti dilakukan Masyarakat Anti
Korupsi Indonesia (MAKI) yang mela-
porkan Firli ke Dewas. Meski sanksinya
dinilai ringan. Namun tetap memiliki efek
publik karena terkait erat dengan integri-
tas pimpinan. O
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BELAJAR dari rumah (BDR) meru-
pakan cara untuk mencegah penularan vi-
rus Korona. Sinergi antara siswa, orang
tua dan guru sebagai kepanjangan tangan
sekolah bisa saling berkomunikasi melalui
media sosial, materi belajar dan penu-
gasan dengan hasil berupa video, jawab-
an soal dari modul dan buku pelajaran, pe-
kerjaan ringkasan di buku tulis yang diker-
jakan siswa didampingi orang tua, bisa di-
foto dan diupload di medsos, guru mem-
berikan penilaian serta umpan balik kepa-
da siswa dan orang tua di rumah, cocok di-
lakukan untuk pengetahuan, pembela-
jaran teori. Tapi bagaimana dengan pem-
belajaran praktik?

Praktik tidak hanya sekadar memvi-
deokan, proses meningkatkan keteram-
pilan siswa dengan menggunakan berba-
gai cara yang sesuai dengan keterampilan
yang diberikan dan peralatan yang digu-
nakan. Praktik adalah upaya untuk mem-
beri kesempatan kepada siswa mendapat-
kan pengalaman langsung.

Surat Rekomendasi dari Dinas Pen-
didikan, Pemuda dan Olahraga Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Nomor
421/06894 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Belajar Mengajar Praktik Tatap Muka,
pembelajaran diinstruksikan pertengahan
September memakai sistem blended
(campuran) dengan luar jaringan dan da-
lam jaringan, namun juga melihat kesiap-
an sarana prasarana sekolah, izin orang
tua siswa, kesiapan guru terutama guru
praktik dan izin Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan teori bisa dilakukan de-
ngan sistem daring, sedangkan praktik
bisa dilaksanakan 50 % siswa yang terba-
gi dalam dua shift pagi (07.45-11.00) di-
awali dengan literasi dan siang (12.30-
15.30), maksimal di era adaptasi kebia-
saan baru rata-rata enam jam pembela-
jaran, satu jam pembelajaran 30 menit.
Keadaan darurat selama Covid-19.

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor
Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42
Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau
melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi
atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi
tanggung jawab penulis.

Pembelajaran Praktik

Kesiapan sarana dan prasarana praktik,
semua peralatan perlu disterilkan dengan
cairan disinfektan, ruang praktik, gagang
pintu, jendela, meja, dan kursi yang sering
tersentuh tangan harus rajin dibersihkan.
Untuk AC selama pandemi tidak dinya-
lakan dahulu karena bisa jadi virus hanya
berkutat di ruangan itu. Ergonomi yang
baik, cahaya matahari masuk, ventilasi
udara bagus dan ruangan nyaman untuk
kegiatan pembelajaran praktik.

Sesuai protokol kesehatan siswa, guru
masuk arena sekolah dicek suhu dengan
thermo meter gun, apabila di atas 37,3 de-
rajat maka siswa maupun guru harus isti-
rahat di rumah, waijib pakai masker, cuci
tangan memakai sabun pada air yang
mengalir, jaga jarak, menghindari kerumu-
nan, UKS siap untuk tanggap darurat.

Siswa harus punya izin orang tua de-
ngan surat pemyataan diizinkan atau tidak
putra-putrinya ke sekolah. Orang tua yang
khawatir atau ragu-ragu putra-putrinya ter-
tular virus Korona bisa tidak mengizinkan
anaknya ke sekolah, namun tetap menda-
pat pelayanan pembelajaran dengan on-
line.

Izin Dinas Pendidikan sebagai kepan-
jangan tangan dari pemerintah suatu ke-
harusan. Bagaimanapun ada bagian tang-
gung jawab pendidikan ada di birokrasi,
selain tugas orang tua, sekolah dan
masyarakat. Kenapa izin?

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembelajaran praktik sangat diperlukan
untuk tercapainya kompetensi keahlian
yang harus dicapai siswa di era adaptasi
kebiasaan baru, agar kelak bisa berkom-
petisi di dunia global. Hasilnya bisa dijadi-
kan koreksi bagi manajemen sekolah,
pengawas dan stakeholder dalam rangka
menyiapkan generasi emas yang terampil,
cerdas dan berakhlak baik. O

Eko Mulyadi MSi, Guru Fisika dan
Wakasek Humas SMKN 3 Yogya.

Pam Swakarsa untuk Siapa?

KAPOLRI Jenderal Idham Azis kem-
bali membangkitkan Pasukan Peng-
amanan Masyarakat atau pam swa-
karsa. Pam swakarsa disebut kelompok
sipil bersenjata tajam dan pentungan
yang tahun 1998 dibentuk Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Tujuannya,
untuk membendung aksi mahasiswa
sekaligus mendukung Sidang Istimewa
Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI -
MPR).

Upaya menghidupkan kembali pam
swakarsa ini tercantum dalam
Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pengamanan
Swakarsa atau Pam Swakarsa, pada
5 Agustus 2020 lalu. Dalam
Peraturan Kapolri tersebut ada tiga
alasan mendasar untuk menghidup-
kan kembali Pam Swakarsa ini.
Pertama, tidak seimbangnya antara
jumlah personel kepolisian dengan
jumlah penduduk Indonesia. Kedua,
adalah akan menjadi salah satu
upaya Polri guna menjaga keter-
tiban dan keamanan. Ketiga, ada
harapan untuk menimbulkan efek
deteren.

Rasa Aman

Sebagaimana diketahui, istilah
‘swakarsa’ berarti ‘keinginan/ke-
mauan sendiri tanpa dorongan pi-
hak lain’. Merujuk pasal 1 Perkap
Nomor 4 Tahun 2020 Pam swakarsa
memiliki pengertian suatu bentuk
pengamanan atas kemauan masyarakat
yang dikukuhkan Polri. Pengamanan
Swakarsa yang selanjutnya disebut de-
ngan Pam Swakarsa adalah suatu ben-
tuk pengamanan atas kemauan, ke-
sadaran, dan kepentingan masyarakat
sendiri yang kemudian memperoleh
pengukuhan dari Kepolisian negara
Republik Indonesia.

Sementara pada pasal 2 tujuan pem-
bentukan Pam Swakarsa adalah untuk
memenuhi rasa aman dan nyaman di
lingkungan, mewujudkan kesadaran
warga, dan meningkatkan pembinaan
Pam Swakarsa itu sendiri. Selanjutnya,
tugas Pam Swakarsa diatur pada pasal
3 yakni menjaga keamanan dan keter-

Baharuddin Kamba

tiban di lingkungannya secara swakarsa
guna mencegah terjadinya gangguan ke-
amanan dan ketertiban. Pam Swakarsa
terdiri dari Satpam, Satuan Keamanan
Lingkungan (Satkamling), dan kelom-
pok kearifan lokal.

Kelompok kearifan lokal ini dirinci di
Pasal 3 ayat (4). Pam Swakarsa yang
berasal dari pranata sosial/kearifan
lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
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(3), dapat berupa : (a). Pecalang di Bali;
(b) kelomdar, kelompok sadar keamanan
dan ketertiban masyarakat. (c) siswa
Bhayangkara dan (d) mahasiswa
Bhayangkara. Pam swakarsa rekomen-
dasi Direktur Pembinaan Masyarakat
(Dirbinmas) Polda dan dikukuhkan
Kepala korps Pembinaan Masyarakat
Badan Pemeliharaan Keamanan
(Kakorbinmas Baharkam) Polri.
Rawan Disalahgunakan

Perkap Nomor 4 tahun 2020 sangat
rawan disalahgunakan. Karena dengan
diberikan tidak hanya seragam ala polisi
tetapi juga dengan adanya kewenangan
yang ada, maka akan menimbulkan
sikap egoisme, anarkis, premanisme dan
intoleransi, asal gebuk bukan rembuk
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yang ditonjolkan. Selain itu dengan
memegang surat rekomendasi dari
Direktur Pembinaan Masyarakat
(Dirbinmas) Polda dan dikukuhkan oleh
Kepala Korps Pembinaan Masyarakat
Pemeliharaan Keamanan (Kakorbinmas
Baharkam) Polri, bisa dijadikan ’senjata
ampuh’ untuk berbuat semena-mena
dan dapat menimbulkan ketakutan pa-
da masyarakat.

Jika alasan dihidupkan kembali Pam
swakarsa adalah dengan pertimbangan
tidak seimbangnya antara jumlah per-
sonel kepolisian dengan jumlah pen-
duduk Indonesia sepertinya juga
kurang tepat. Karena pada instansi
mana pun pasti tidak seimbang an-
tara SDM yang dimiliki dengan
jumlah penduduk suatau wilayah.
Misalnya, diinstitusi kesehatan be-
rapa jumlah dokter, tenaga medis
atau paramedisnya? Sebandingkah
kemudian dengan jumlah pen-
duduk?

Karena rawan disalahgunakan,
maka alangkah baiknya wacana
pembentukan kembali pam swa-
karsa dievaluasi secara tuntas di in-
ternal Polri dengan melibatkan para
ahli dan masyarakat yang kritis
atas kebijakan ini. Guna menghin-
dari terjadinya polemik berkepan-
jangan di masyakarat yang tidak
tuntas dan dapat menimbulkan
konflik horizontal, niat baik Kapolri
Jenderal membangkitkan kembali Pam
swakarsa perlu dipikirkan kembali.
Pertanyaannya, sejatinya pam swakarsa
dibentuk untuk siapa?. 0

*) Baharuddin Kamba, Kadiv
Humas Jogja Police Watch

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisi-
pasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel
untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan anta-
ra 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek me-
ngenai isu yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pentingnya Satu Data di Masa Pandemi

SETIAP 26 September selalu dipe-
ringati sebagai hari Statistik Nasional se-
jak tahun 1996. Dalam sejarahnya,
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun
1960 tentang Statistik ditetapkan pada
26 September 1960. Tanggal ini sebagai
acuan hari Statistik Nasional.

Tahun ini menjadi tahun yang cukup
berarti dalam bidang statistik. Paling
tidak ada 3 peristiwa besar yang memer-
lukan kontribusi ilmu statistik, yaitu sen-
sus penduduk, pandemi Covid-19 dan
pemilihan kepala daerah (pilkada).

Secara sederhana, ilmu statistik
didefinisikan sebagai ilmu yang mempe-
lajari cara mengumpulkan, menyajikan,
mengolah, menganalisis dan menyim-
pulkan data. Data menjadi faktor yang
penting dalam semua sektor pembangun-
an. Karena pentingnya data tersebut,
Presiden telah mengeluarkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia. Perpres
tersebut untuk mewujudkan keterpadu-
an perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan pengendalian pembangunan, perlu
didukung dengan data yang akurat, mu-
takhir, terpadu, dapat dipertanggung-
jawabkan, mudah diakses. Dan dibagi-
pakaikan, serta dikelola secara seksama,
terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 1 dari Perpres di antara-
nya disebut yang dimaksud dengan Satu
Data Indonesia adalah kebijakan tata ke-
lola data pemerintah untuk meng-
hasilkan data yang akurat, mutakhir, ter-
padu, dan dapat dipertanggungjawab-
kan. Sementara metadata adalah infor-
masi dalam bentuk struktur dan format
yang baku untuk menggambarkan data,
menjelaskan data, serta memudahkan
pencarian, penggunaan, dan pengelolaan
informasi data.

Kode Referensi adalah tanda berisi
karakter yang mengandung atau

Akhmad Fauzy

menggambarkan makna, maksud, atau
norma tertentu sebagai rujukan identitas
data yang bersifat unik. Salah satu tu-
juan dari pengaturan Satu Data Indo-
nesia adalah mendorong keterbukaan
dan transparansi data sehingga tercipta
perencanaan dan perumusan kebijakan
pembangunan yang berbasis pada data.
Masa Pandemi

Sampai dengan awal minggu ketiga
September kasus positif Covid-19 telah
tembus 250 ribu. Terjadi percepatan wak-
tu sebaran per 50 ribu kasus. Kasus posi-
tif tembus 50 ribu memerlukan waktu
115 hari, lalu perlu waktu 32 hari untuk
sampai tembus 100 ribu. Kemudian dari
100 ribu menuju 150 ribu positif
memakan waktu 28 hari dan hanya
memerlukan waktu 17 hari dari 150 ribu
tembus ke 200 ribu. Namun kurang dari
15 hari ke 250 ribu. Banyak klaster baru
penyebaran Covid-19, di antaranya
transportasi umum, tempat wisata, mal,

telah tes PCR, rapid tes atau TCM.

Juga penting database orang yang
sakit hipertensi, diabetes melitus,
penyakit jantung, penyakit paru obstruk-
tif kronis, gangguan napas lain, penyakit
ginjal dan asma. Data penyakit di atas
menjadi penting karena merupakan
penyakit bawaan yang memperparah
Covid-19. Data yang lain yang diperlukan
adalah data regulasi dan kebijakan dari
pemerintah pusat dan pemerintah dae-
rah yang berkaitan dengan penanganan
pandemi Covid-19.

Jika kebijakan Satu Data Indonesia
dapat dijalankan dengan baik, maka da-
ta yang diperlukan di atas tersedia dan
terintegrasi. Dengan demikian pandemi
Covid-19 setidaknya dapat diprediksi se-
barannya, kapan berakhirnya. Dan Satu
Data Indonesia dapat dijadikan pedoman
dalam membuat regulasi yang lebih kom-
prehensif. Sehingga laju pandemi Covid-
19 dapat ditekan. O

*) Prof Dr Akhmad Fauzy, Guru
Besar Statistika UII Yogyakarta

tempat kuliner, pasar dan
perkantoran.

Untuk memprediksi ka-
pan berakhirnya masa pan-
demi Covid-19 di Indonesia
setidaknya diperlukan data
kependudukan, kesehatan,
dan regulasi yang lengkap.
Data kependudukan yang
diperlukan antara lain data
sebaran umur, jenis ke-
lamin, jenis pekerjaan, sta-
tus keluarga, dan alamat.
Sedangkan data kesehatan
yang diperlukan antara
lain jumlah, sebaran dan
mobilitas atau aktivitas
yang positif Covid-19.
Jumlah dan sebaran yang

baca.

Fojok KR

E-paper KR rangkul pembaca milenial.
-- KR paham apa yang diinginkan pem-

UGM kembangkan sistem deteksi gempa.
-- Inilah yang ditunggu, gempa pun bisa
diprediksi.

Cuaca ekstrem ancam Pulau Jawa.
-- Antisipasi sejak sekarang.

sesksk

sesksk

Eez=s

Medaubatan Rakyat

Supriyatin.

lankryk13@gmail.com.
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Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.




